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ABSTRAK

Lutfiyah Amini (2023): Peranan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam  Pendampingan  Perempuan  Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut
Hukum Islam

S NINHw Bld!ﬂ 1eH @

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh, banyaknya pengaduan kasus
okekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang masuk di UPT PPA
~Kota Pekanbaru, tindak kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan dampak
syang sangat besar, para korban tentunya membutuhkan pendampingan untuk
omenyelesaikan permasalahannya. UPT PPA salah satu lembaga yang memberikan
“pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan UPT PPA Kota Pekanbaru
dalam upaya pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga,
faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi UPT PPA Kota Pekanbaru
dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peranan UPT
PPA Kota Pekanbaru dalam upaya pendampingan perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber
uprimer yaitu: wawancara dengan Kepala UPT PPA dan Petugas UPT PPA,
=sumber sekunder yaitu buku, kamus, dokumen dan penelitian terdahulu terkait
“dengan penelitian ini.
:f-; Hasil dari penelitian ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh Unit
SPelaksana Perlidungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yaitu
%endampingan hukum dan pendampingan psikologis. UPT PPA mendampingi
=korban sesuai dengan kebutuhannya seperti mendampingi pada saat persidangan,
gbembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), proses pendampingan untuk visum,
Zmediasi, konseling atau terapi. Faktor pendukung ketika proses pendampingan di
QUPT PPA Kota Pekanbaru yaitu tenaga profesi yang dapat diandalkan, adanya
ckoordinasi yang baik dengan instansi tekait. Faktor hambatan yang dihadapi
uketlka proses pendampingan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan
-dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yaitu pelapor maupun terlapor kurang
mkooperatlf terbatasnya anggaran dana APBN, sarana yang kurang memadai.
UPeranan Unit UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pendampingan terhadap
wperempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aspek
=perlindungan Hukum Islam (al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyah al-khams).

-
“Kata kunci: Pendampingan, Perempuan, KDRT, Hukum Islam.
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KATA PENGAN:LI'AR
P S A
Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat
an karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-
aiknya, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw

erta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita
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isa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul “PERANAN UPT PERLIDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU DITINJAU

MENURUT HUKUM ISLAM?”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar

%Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif
gKasim Riau.

g Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas
%ﬂari adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena
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tu, penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

=

Ayahanda Arif Hantioko, Ibunda Marliyah tercinta, yang selalu memberikan
cinta dan kasih sayangnya, doa, nasehat, dukungan, serta pengorbanan yang
sangat luar biasa demi keberhasilan penulis menempuh pendidikan di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

no

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan
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kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan | Bapak Dr. H.
Erman, M. Ag, Wakil Dekan Il Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil
Dekan Il Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S. HI, MA dan seluruh Dosen di
Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada
penulis.

Ibu Hj. Mardiana, MA selaku pembimbing | atas segala bimbingan, arahan,
masukan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik.

Bapak H. Henrizal Hadi, Lc selaku pembimbing Il atas segala bimbingan,
arahan, masukan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik.

Bapak Mutasir, S. HI, M. Sy, selaku dosen Penasehat Akademis atas semua
waktu, bimbingan serta nasehat yang diberikan dengan ikhlas dan sabar dari
semester awal hingga akhir.

Selurun Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmu
pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari’ah dan
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penyusunan skripsi ini, oleh karena kritik dan saran yang membangun sangat
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=penulis harapkan demi menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi
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Lutfiyah Amini
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PENDAHULUAN

. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan
sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan
dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-
ketentuan hukum yang harus diindahkan.! Pernikahan merupakan proses
bersatunya dua orang dalam suatu ikatan. Salah satu tujuan dalam pernikahan
ialah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan
dan rasa kasih sayang.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21:

JJ@U!MJJNJA?S.\H&A' L@:ﬁ\ ‘MB’JJ‘M‘L}‘?SJ&U‘@‘G‘J

47y pOisRED asal el

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,

dan dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir. (QS. Ar-Rum
30:21).2

Ayat diatas mengamanatkan bagi seluruh umat manusia khususnya
umat Islam, diciptakannya seorang isteri bagi suami ialah agar suami bisa
hidup tentram bersama dalam membina keluarga. Keharmonisan, keselarasan,

dan kerjasama timbal balik yang seimbang antara suami dan isteri dapat

eIy WISEY JIIeAG uel[ng Jo AJISIdATU) dDTWE[S] d1e}§

! Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” Pendidikan Agama Islam,

:Volume4 No. 2, (2016), h.185.

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma

Examedia Arkanleema), Q.S. Ar-Rum (30):21.
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mencapai kedamaian yang dibina bersama. Kedua belah pihak dapat saling
mengasihi, menyayangi, dan saling memahami satu sama lain sesuai dengan
kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah.®

Meskipun tujuan dari pernikahan itu sangat mulia, namun dalam
menjalankan kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus
seperti yang diharapkan. Dalam berumah tangga adakalanya muncul
permasalahan, dari permasalahan yang sederhana hingga jauh lebih besar
yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, sampai akhirnya terjadi tindak
kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang
sering terjadi dalam masyarakat, masalah ini marak menjadi pemberitaan baik
di cetak maupun elektronik. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa
tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat privat
karena melibatkan orang-orang yang berada dalam satu keluarga, sehingga
menjadi hal yang tabu apabila permasalahan dalam keluarga diketahui oleh
publik.*

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga
merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan

dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat

eIy WISEY JIIeAG uel[ng Jo AJISIdATU) dDTWE[S] d1e}§

® Imroni,”Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Tematik”,

=(Skr|p5| UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2018), h. 4.

* Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia,

(Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 49.
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perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari
kekerasan atau ancaman Kkekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.®

Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga
tidak terlepas dari masih ajegnya budaya patriarki yang masih melekat
sebagai pola pikir hingga menjadi faktor penyebab. Termasuk juga memberi
legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada
pasangannya. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki
itu lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga isteri memiliki
kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami.®

Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang
secara prinsip dan dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan. Agama
Islam sejak awal kehadirannya memang dimaksudkan untuk meletakkan
dasar-dasar sosial baru yang egaliter atau persamaan antar manusia, anti
diskriminasi, dan anti kekerasan terhadap perempuan. Tidak seorangpun yang
meragukan kebenaran ini.’

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Hujarat ayat 13:

A de ska ki G300 Qi Lpns kg i &3 da a1 O (i gl
(V)58 it &0 & p0.40
Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan

kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar

JgIsey] juieAg uej[ng jo A}IsIaAru) dJIWe[s] a3els
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® Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT, (Yogyakarta: Medpress Digital,

015), h. 14.

® Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di

Indonesia”, Social Work Jurnal, Volume.7, No.1, (2017), h. 73.

" Hamdanah Husman, “KDRT Analisis Gender Equality”, Fajar Jurnal Pendidikan

Islam, Volume.1, No.1, (2021), h. 84.
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kamu saling mengenal, Sesungguhnya yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling
bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha
Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 49:13).°
Avyat diatas menjelaskan bahwa semua manusia ialah makhluk ciptaan
Allah SWT dan sama kedudukannya dihadapan Allah SWT, satu-satunya
perbedaan yang memungkinkan seseorang lebih tinggi atau lebih rendah
derajatnya dari pada manusia lainnya ialah ketagwaannya kepada Allah SWT.
Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan
merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syari’at Islam.’
Sebagai suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di
berbagai belahan dunia, tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan
menjadi bahan perhatian masyarakat internasional sehingga perserikatan
bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan Deklarasi terkait dengan penghapusan
Kekerasan khususnya terhadap perempuan. Adapun pengertian kekerasan
secara eksplisit dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1 memberikan
penjelasan tentang pengertian kekerasan khususnya terhadap perempuan
adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat
atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara
fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam

itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik

yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.*

¥ wisey] JiredAg uej[ng yo AJISIdATU) dDTWER[S] 91e1S
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8 Departemen Agama RI, Q.S.Al-Hujarat (49): 13 .
 Rina Nurul Kharismawati, Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif

Kelslaman dan Kelndonesiaan, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Volume 7, No.2 (2021), h.

10 Rahman Amin, Op. Cit, h. 51.
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Untuk merespon fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,
dimana marak terjadi tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah
tangga atau keluarga, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur tentang kekerasan yang
terjadi dalam rumah tangga sehingga pelaku tindak kekerasan dalam rumah
tangga tidak hanya dapat dijerat dengan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP,
tetapi berlaku ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam undang-
undang tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk nyata
upaya perlindungan dari negara terhadap warganya atas tindakan kekerasan
yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga yang bersifat privat
sehingga dapat dilakukan proses penegakan hukum pidana yang bersifat
publik.**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga.'

negy wisey JireAg uelng jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

11 H
Ibid., h. 51.
12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat (1).
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Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT
PPA) merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah dalam
memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Unit Pelaksana
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) menyelenggarakan
fungsi

layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban,

pengelolaan  kasus, menyediakan tempat penampungan sementara,
memberikan mediasi, dan mendampingi korban.*®

Adapun kasus kekerasan tehadap perempuan yang terjadi di Kota
Pekanbaru tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang telah dilayani di UPT
PPA Kota Pekanbaru yang merupakan unit layanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel

Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2019-2021.

E
= Dberikut
(g°]
e Tabel 1.1
B Rekap kasus perempuan korban kekerasan di UPT PPA
é kota Pekanbaru tahun 2019-2021.

. Tahun
=
g. NO Jenis Kasus 5019 2020 2021
k1 1. | Kekerasan Berbasis Gender 7 9 20
= 5 Kekerasan Dalam Rumah 20 14 16
e Tangga
g0 3. | Penelantaran 0 0 0
= 4. | Pencabulan 1 0 0
= 5. | Human Trafficking 0 0 0
i 6. | Kejahatan Seksual 0 1 0
Y Jumlah 28 24 66
A
-
=
=2
=
£
=]

3 peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak.



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

ud

h)

3
\n,val

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pengaduan kasus kekerasan terhadap
perempuan yang masuk di UPT PPA Kota Pekanbaru pada tahun 2019
berjumlah 28 kasus dengan jumlah kasus KDRT sebanyak 20 kasus, pada
tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurun sebanyak
24 kasus dengan jumlah kasus KDRT sebanyak 14 kasus dan pada tahun
2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan melonjak menjadi 66 kasus
dengan jumlah kasus KDRT sebanyak 46 kasus.**

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan
kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan
penelantaraan rumah tangga. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan
dan perlu penanganan secara serius oleh pemerintah maupun masyarakat
untuk menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)
merupakan salah satu lembaga yang melakukan pendampingan terhadap
korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya pendampingam
terhadap perempuan kasus kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat
meningkatkan kembali kepercayaan diri korban itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peraman UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Ditinjau

Menurut Hukum Islam”.

14 Dokumen UPT PPA Kota Pekanbaru tahun 2019-2021.
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. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas,
maka perlu kiranya membatasi masalah agar lebih terfokus dan tidak meluas
dari pembahasan yang dimaksudkan. Adapun batasan masalah yang diteliti
yaitu tentang peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPT PPA) dalam pendampingan perempuan korban kekerasan dalam

rumah tangga di Kota Pekanbaru tahun 2019-2021.

nNely e)ysng NN Y!jtw eydio GEH @

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan UPT PPA Kota Pekanbaru dalam upaya
pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi UPT PPA
Kota Pekanbaru dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peranan UPT PPA Kota
Pekanbaru dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan korban
kekerasan dalam rumah tangga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peranan UPT PPA Kota Pekanbaru dalam upaya

pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

nery wisey JireAg ueing jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG
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b.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi
UPT PPA Kota Pekanbaru dalam melakukan pendampingan terhadap
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peranan UPT PPA
Kota Pekanbaru dalam upaya pendampingan perempuan korban

kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum, khususnya
mengenai pendampingan bagi perempuan yang menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau
referensi lebih dalam untuk melakukan penelitian selanjutya.

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada
Fakutas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini,

penulis membaginya kedalam ke dalam Lima bab sebagai berikut:

BAB |

PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
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BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini mengemukakan tinjauan teoritis yaitu tentang Unit
Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA), peranan, pendampingan, perlindungan perempuan
menurut hukum Islam serta penelitian terdahulu yang relavan.
BAB Il : METODE PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang
terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,
objek dan subjek penelitian, sumber data penelitian, populasi
dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik
analisis data.
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis data.
BABV : KESIMPULAN
Pada bab ini berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil
penelitian.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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TINJAUAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
yang disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang
dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan
dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus
dan masalah lainnya.”® Kedudukan UPTD PPA berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di
wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

a. Pengaduan Masyarakat;

b. Penjangkauan korban;

c. Pengelolaan kasus;

d. Penampungan sementara;

negy wisey JireAg uelng jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

!5 peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Derah
Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 1.

11



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

h)

3,
\Iyﬂ

-

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

12

e. Mediasi; dan
f. Pendampingan korban.'®
Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan
UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan
dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. Mengoordinasikan dan  mengendalikan  semua  kegiatan
penyelenggaraan layanan di UPTD PPA,
b. Menyusun program kerja UPTD PPA;
c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA,;
e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam
lingkungan UPTD PPA, dan
f. Melaksanakan administrasi UPTD PPA.
Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas untuk melakukan:
a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;

18 |bid, Pasal 5.
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d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan

e. Pelaksanaan kerumahtanggaan.

Seksi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas untuk:

a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;

b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak
langsung;

c. melakukan pengelolaan kasus; dan

d. melindungi korban di penampungan sementara.

Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
mempunyai tugas untuk:

a. Melaksanakan mediasi;

b. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi,
restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta
bantuan hukum lainnya; dan

c. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.’

2. Peranan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan ialah
tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.'®
Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan
(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan

NEIY urisedy| _.]I.IEI{S uej[ng jo AIISIBAIHH JIUTe|S] 2}elg

" Ibid, Pasal 11.
'8 https://kbbi.web.id/peran, diakses tgl 25 Juli 2022, Pukul 21:08.
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menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.
Pentingnya peranan ialah ia mengatur perilaku seseorang. Peranan
menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan
perbuatan-perbuatan orang lain.*

Suatu Peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarkat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.20
3. Pendampingan
a. Pengertian Pendampingan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pendampingan
ialah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingkan.?
Pendampingan ialah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitasi)
yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi

kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya

19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.

ey wisey Jiredg uejng jo A31s1aATu) d1we[s] ajeis

20 1bid, h. 213
2! https://kbbi.web.id/damping, diakses tgl 25 Juli 2022, Pukul 21:11



https://kbbi.web.id/damping

‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

h)

3,
\Iyﬂ

-

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

15

inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian
klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.?

Menurut Departemen sosial pendampingan ialah proses relasi
sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk
memecahkan masalah, mendayagunakan berbagai sumber dan
potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan
akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan
fasilitasi pelayanan publik lainnya.

Kriteria Pendamping

Agar pelaksanaan pendampingan berhasil sesuai dengan
tujuan dan sasarannya, pendamping harus memiliki kriteria karena
pendampingan bukanlah tugas yang dapat dilakukan dengan
mudah. Berikut kriteria pendamping menurut Direktorat Jenderal
Bantuan dan Jaminan Sosial:

1) Bebadan sehat jasmani dan rohani.

2) Usia minimal 21 tahun atau memiliki kecakapan dalam
melaksanakan tugas pendampingan.

3) Pendidikan minimal SLTP.

4) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pendampingan
bidang kesejahteraan sosial.

5) Memiliki keahlian praktek pekerjaan sosial yang diperoleh

melalui pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial.

NEIY urisedy| _.]I.IEI{S uej[ng jo AIHSIBAIIIH JIUTe|S] 2}elg

2 Ressa Ria Lestari, dkk, Modul Pendampingan Dasar kasus kekerasan

Terhadap Perempuan, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum), h. 14.
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Bersedia bekerja purna-waktu atau selalu dalam keadaan siap
dalam melaksanakan tugas pendampingan.

Pendamping juga harus memiliki berbagai keterampilan guna

kelancaran proses pendampingan, seperti:

1)

2)

3)

Keterampilan untuk membangun hubungan awal dengan
seseorang untuk melibatkan korban, keluarga dan masyarakat
dalam membantu korban.

Keterampilan komunikasi verbal dan non verbal seperti
keterampilan presentasi, melakukan wawancara,
mendengarkan, menggunakan bahasa tubuh, dll.

Keterampilan intervensi, seperti memberikan bimbingan

motivasi, bimbingan spiritual, dll.

c. Peranan Pendampingan

Berikut peranan pendampingan menurut Direktoran Jenderal

Bantuan dan Jaminan Sosial sebagai berikut:

1)

2)

Fasilitator, peran yang membantu korban kekerasan dengan
memungkinkan mereka untuk berkembang dan memperoleh
akses terhadap sumber daya yang akan mempercepat
keberhasilan usahanya.

Perantara, peranan sebagai media yang dapat menghubungakan
antara korban dengan sistem sumber sehingga korban
memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber

tersebut.
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Pendidik, yaitu pendamping untuk meningkatkan kemampuan
dan  keterampilan korban untuk mengatasi  berbagai
permasalahan yang dihadapinya.

Penolong, peranan sebagai orang yang membantu korban dalam
rangka menghadapi berbagai masalah yang dihadapi korban.
Perantara, peran perwakilan, dapat menjalin hubungan atau
komunikasi antara korban dan berbagai sistem sumber daya
yang tersedia bagi korban untuk mengatasi berbagai masalah
yang dihadapinya.

Penghubung, peranan sebagai jembatan yang dapat
menghubungkan kepentingan korban dengan berbagai sistem
sumber daya yang dapat dimanfaatkan korban untuk mengatasi

berbagai persoalan yang dihadapinya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak
kekerasan.

Meningkatkan pelayanan bagi korban kekerasan.
Menghubungkan korban kekerasan dengan sistem sumber daya
yang ada di masyarakat.

Mendidik dan melatih korban kekerasan.

Membantu korban kekerasan.

Melaksanakan tugas sesuai peran.
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e. Prinsip-Prinsip Dasar Pendamping

Dalam melaksanakan tugasnya pendamping harus berpatokan

pada prinsip-prinsip pekerja sosial sebagai berikut:

Penerimaan, yaitu sebagai pendamping harus dapat menerima
korban, apapun latar belakangnya.

Individualisme, artinya harus memahami bahwa korban adalah
orang yang berbeda dengan korban lainnya.

Bersikap tidak menghakimi, pendamping harus memahami
perilaku korban tanpa membuat penilaian yang menghakimi atau
sepihak.

Kerahasiaan, pendamping harus dapat menjaga privasi korban
dari orang lain.

Rasionalitas, pendamping harus mempertimbangkan secara
objektif dan wajar dalam setiap tindakan menangani masalah.
Empati, pendamping harus mampu menunjukkan sikap
memahami perasaan korban.

Ketulusan dan kesungguhan, memberikan pelayanan harus
dilandasi sikap yang tulus.

Mawas diri, pendamping harus menyadari akan potensi dan
keterbatan dirinya.

Partisipasi, pendamping melibatkan korban untuk proaktif

menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya.”
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2 Lela Wahyudiarti, “Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang”, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h.
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4. Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Islam

a. Konsep Perlindungan Hukum

Secara etimologi, kata “perlindungan” berasal dari kata
lindung, mendapat awalan perdan akhiran—an. Dalam kamus umum
Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa
perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan
perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa
sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan
hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana
perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas
freis ermessen sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum.

Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia
ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkunganPeradilan
Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding
administrasi dan badan-badan khusus. Sarana perlindungan hukum
represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk
penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan
pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah
perlindungan terhadap umum (protection ofthe public), termasuk
di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam terminologi agama (Islam), hadirnya agama yang di
turunkan Tuhan tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama

(maslahat al-‘ammah). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara
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jelas dalam firman Allah: “Dan aku tidak mengutusmu kecuali
sebagai rahmat bagi seluruh alam.” Teks tersebut merupakan
landasan teologis bagi umat manusia untuk menebar kebaikan di
muka bumi melalui ajaran agama, termasuk mewujud dalam salah
satu fungsi keluarga secara legal dan bertanggung jawab secara
sosial maupun moral. Demikian juga dalam konteks rumah tangga,
reproduksi selama dalam wujud yang di syari’atkan, bukanlah
sesuatu yang tabu dalam Islam. Reproduksi dianggap kebutuhan
prokreasi, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting karena
menjadi institusi prokreasi.

Dalam terminologi ushul figh, perlindungan hukum selaras
dengan tujuan hukum, yakni terhadap lima aspek (al-kulliyat al-
khams atau ad-daruriyah al-khams). Lima aspek perlindungan itu
mencakup agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-
agl), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal). Ini menegaskan
bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan
yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di
muka bumi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Yunus ayat
S7:
(oV)Gita3all 4035 sk 5 ) pial B L 15 a1 ha Alis 53 akipls 5 Gl Gl

Artinya: Wahai manusia Sungguh telah datang kepadamu
pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi
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penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta
rahmat bagi orang yang beriman. (QS. Yunus 10:57).%

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah al-Anbiya

ayat 107:
() + V) oedall &35 ) LILST Sy

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. al-
Anbiya’ 21:107).%

Pembuat syari’ah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan
syari’ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum,
memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi
umat manusia. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi,
seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki,
mengembangkan doktrin magashid al-syari’ah dengan menjelaskan
bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan
atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-
Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan
syari’ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Eksistensi perlindungan hukum

dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga

dihadirkan dengan prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf.?

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

2 Departemen Agama RI, Q.S. Yunus (10):57.
% |bid., Q.S. al-Anbiya’ (21):107.
26 Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, Volume. 8, No. 2

(2016), h. 115.
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b. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Hukum Islam

Isu penindasan terhadap perempuan terus menerus menjadi
perbincangan hangat. Perjuangan penghapusan kekerasan terhadap
perempuan nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan
negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Convention on the Elimination of All Discrimination
(CEDAW) melalui undang-undang No. 7 tahun 1984. Juga
berdasarkan  deklarasi  pengahapusan kekerasan terhadap
perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan
telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Perjuangan penghapus
kekerasan terhadap perempuan berangkat dari banyaknya kasus
yang dengan korban perempuan. Hal ini berdasarkan sejumlah
temuan Komisi Nasional anti-Kekerasan terhadap Perempuan
(KOMNAS Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan
korban kekerasan dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan
(TKT).

Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah
tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat
Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam
Islam adalah tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara’,

bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan
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kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum
syara’.

Dalam hukum Islam kekerasan terhadap perempuan adalah
bentuk kriminalitas (jarimah). Menurut Imam Al- mawardi Jarimah
(tindak pidana) adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal
yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan)

yang diancam dengan had atau ta’zir.”’

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Bentuk-bentuk Jarimah sebagai berikut:

1) Jarimah Hudud, meliputi: perzinaan, gadzaf (menuduh zina),
minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan
murtad.

2) Jarimah Qishash/diyat, meliputi: pembunuhan sengaja,
pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan.

3) Jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir terbagi menjadi tiga bagian
yaitu:

a) Jarimah hudud atau gishash/diyat yang subhat atau tidak
memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.

b) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan al-
Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya
penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah,

dan menghina agama.

NEIY urisedy| _.]I.IEI{S uej[ng jo AIISIBAIHH JIUTe|S] 2}elg

2" Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Cet. II;
Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 11.
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¢) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk
kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam
dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.
Kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal.
Pertama, faktor individu. Tidak hanya ketakwaan pada individu-
individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi keluarga, dan
karakteristik individu yang tempramental adalah pemicu bagi
seseorang untuk melanggar hukum syara’, termasuk melakukan
tindakan kekerasan. Kedua, Faktor Sistematik. Kekerasan yang
terjadi saat ini sudah menggejala dimasyarakat menjadi penyakit
sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik.
Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh
berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan
masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikan
perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan
lalah sistem kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dan
kehidupan.
Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat
jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di
masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan,
pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan lain-lain. Dari sisi
sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku

permisif, kebebasan berprilaku dan seks bebas, telah menumbuh-
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suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual,
lesbianisme, dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah
memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-
dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berprilaku
santun. Hal ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam
penanganan pendidikan, sehingga kapitalis pendidikan hanya
berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan
secara sistematis pada masyarakat dan kemorosotan pemikiran
masyarakat sehingga perilakupun berada pada derajat yang sangat
rendah.

Untuk persoalan sistematik ini, dibutuhkan penerapan
hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi
kepentingan. Kekerasan terhadap perempuan, contohnya dalam
rumah tangga, kalau hanya si isteri yang mengabdi kepada suami,
pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat
baik kepada isteri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami bisa
diberikan sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum
yang tegas dan menyeluruh. Kejahatan bukan sesuatu yang fitri
(ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula
profesi yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang

menimpa manusia. Tapi kejahatan adalah setiap hal yang
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melanggar peraturan Allah, siapapun pelakunya, baik laki-laki
maupun perempuan.

Semua bentuk kriminalitas, baik di lingkungan domestik
maupun publik akan mendapatkan sanksi sesuai jenis
kriminalitasnya, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan.
Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau
kejahatan yang menimpa perempuan dimana pelakunya harus
diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan
kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa
laki-laki maupun perempuan itu pada dasarnya harus dikenai
sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (Jarimah).

Dalam konteks perkawinan yang tentu melibatkan laki-laki
dan perempuan, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri
dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Dalam mendidik
istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan
“pukulan”. Nah “pukulan” dalam konteks pendidikan atau ta’dib
ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang
jelas. Kaidah itu antara lain:

1) Pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan,
apalagi sampai mematikan, pukulan hanya diberikan jika
tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk

memberi hukuman atau pergantian.
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2) Tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali,
karena dikhawatirkan akan membahayakan.

3) Tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal
wajah, kepala, dan dada.

4) Tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan, kecuali
sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan.

5) Tidak boleh memukul anak dibawah usia 10 tahun, jika
kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi
kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dll.

Dengan demikian perempuan yang tidak taat kepada suami
atau nusyuz, misalnya tidak mau melayani suami padahal tidak
ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami
memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan.

Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga

karena disibukkan dengan berbagai urusan diluar rumah, maka

bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk
kekerasan terhadap perempuan karena dalam UU No.l1 tahun

1974 pasal 31 ayat (3) dinyatakan dengan jelas bahwa suami

adalah kepala keluarga.?®

Apabila terjadi pertikaian atau konflik dalam lingkup rumah
tangga, maka Islam telah mengupayakan jalur penyelesaian

dengan berbagai cara yang dapat ditempuh oleh suami dan istri.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIdAIU) dJTWER[S] 3)€IG

?8 Djamila Usup, “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam

Hukum Islam”, Jurnal limiah Al-Syir’ah, Volume. 13, No.1 (2015), h. 18.
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Salah satunya dengan menyiapkan seseorang sebagai penengah
dari lingkup keluarga guna menangani permasalahan dalam
rumah tangga tersebut. Perpisahan diantara keduanya merupakan
upaya terakhir yang boleh ditempuh apabila hubungan keduanya
sudah tak bisa disatukan kembali dan ini bersifat sebagai
ultimatum remedium. Pun Islam menganjurkan untuk melakukan
usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak baik melalui
mediator ataupun perbuatan-perbuatan tertentu yang bersifat
mendidik sebelum keduanya memilih jalan untuk berpisah.”
Dalam Al-Quran surah An-Nisa/4: 35
B3 o) T b1 A 5 LSe aldl 33 LS 13406 Ligin Bl pis b
Vs ot 6 Al &y wgas b
Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari
keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-
Nisa (4):35).%°
Berdasarkan ayat diatas maksudnya adalah (Dan jika kamu
khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya)

maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran

(maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak

¥ wisey] JireAg uej[ng yo AJIsIdATU) dTWeR[S] 91e1S

2® Maryam Lamona dan Nurhafifah, " Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami

r~Terhadap Isteri Perspektif Hukum Islam"”, JIM Bidang Hukum Pidana, Volume 5, No. 3 (2021),

=hal 446.
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma
Examedia Arkanleema), Q.S. An-Nisa (4):35.
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(seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari
keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah
dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak
suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau
menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk
menyetujui khuluk.

Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan
menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau
kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu.
Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua
penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan
taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-

Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya.**

Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,
diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Dewi Resky Amalia mahasiswa Program
Studi Sosiologi Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsinya “Efektifitas
Pemberdayaan Perempuan Anak dalam Menghadapi Permasalahan

Kekerasan Anak dan Perempuan (Studi Kasus UPT P2TP2A di Kel.

nery wisey JireAg uejng jo A}IsIdArup) o1

3 Misbahul Munir, "Konsep Mediasi Konflik Suami Isteri Menurut Tafsir Surah An-

Nisa' Ayat 35", Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, (2021), hal. 20.
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Lamalaka Kab. Bantaeng)”. Dalam penelitian ini membahas tentang
P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak merupakan pusat pelayanan terpadu yang dibentuk oleh
Kementerian. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama
perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Serta menganalisis
bagaimana efektivitas pemberdayaan perempuan dan anak dalam
menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Dan
mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan penghambat yang
dihadapi pusat pelayanan terpadu, serta menganalisis bagaimana
kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan
perlindungan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian Kualitatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa
latar belakang yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak dan
perempuan Vyaitu rendahnya ekonomi keluarga dan kurangnya
pendidikan orang tua mendidik anak. Dan berbagai bentuk kekerasan
baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, kekerasan sosial maupun
pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan.*
Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Resky
Amalia dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah Dewi Resky

Amalia fokus pada efektivitas UPT P2TP2A Kabupaten Bantaeng

eIy upIsey] JireAg uejpng yo AJISIdATU) dTWE[S] d1e1§

% Dewi Resky Amalia,"Efektifitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam

=Menghadap| Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan (Studi Kasus UPT P2TP2A di Kel.
Lamalaka Kab. Bantaeng)”. Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar: 2021).
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dalam menghadapi kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan
sedangkan peneliti fokus pada peranan UPT PPA dalam
pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Penelitian yang disusun oleh Suriandi mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri
Palangkaraya dengan judul skripsi “Peran Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Dalam Menangani
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palangka Raya”,
Latar belakang penelitian ini adalah maraknya kekerasan dalam rumah
tangga di kota Palangka Raya, tapi mereka masih banyak yang tidak
mengetahui keberadaan P2TP2A bahkan mereka pun tidak tahu apa
kepanjangan dari P2TP2A. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam
rumah tangga mereka langsung melaporkan ke pihak yang berwajib
(polisi) dan kantor Pengadilan Agama (PA) untuk menyelesaikaikan
masalah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif.
Temuan di lapangan yang menjadi masalah adalah tingkat pendidikan
yang rendah, tekad yang bulat ingin berceral, tidak ada dukungan dari
kedua belah pihak keluarga, sering terjadi antara salah satu pasangan
tidak hadir dalam mediasi.*®

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suriandi

dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian Suriandi

eIy WISEY JIIeAG uel[ng Jo AJISIdATU) dDTWE[S] d1e}§

% Suriandi, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

=(P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota
Palangkaraya”. Skripsi (IAIN Palangkaraya: 2018).
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fokus pada implementasi mediasi penanganan kasus kekerasan dalam
rumah tangga sedangkan peneliti fokus pada peranan UPT PPA dalam

pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuseary 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian skripsi ini ialah
pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang pada dasarnya menggunakan
pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka
teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan
pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-
permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh
pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di laporan.

Adapun jenis penelitian ini ialah studi lapangan (field research) artinya
data diperoleh langsung dari narasumber dilapangan tepatnya di Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota

Pekanbaru.®

Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian
ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPT PPA) Kota Pekanbaru JI. Dagang No.78, Kelurahan Kampung Tengah,
Kecamatan. Sukajadi, Hotline Service 081277993737. Alasan pemilihan
penelitian di wilayah tersebut karena untuk mengetahui sejauh mana

pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

% Hardani, et.al, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV.

Pustaka IImu, 2020), Cet. Ke-1, h. 254.
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yang dilakukan oleh lembaga di Kota Pekanbaru, khususnya peranan Unit
Pelaksana Tekinis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota

Pekanbaru.

. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek

Subjek ialah individu, benda, atau tempat yang dijadikan sumber

neiy eXSnS pyN AW e1dio YeH ©

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.*® Adapun
subjek dalam penelitian ini ialah Kepala serta staf Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.
b. Objek

Objek ialah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa
himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang
akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan
data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini ialah
Pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota

Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau

subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

NEIY urisedy| _.]I.IEI{S uej[ng jo AIHSIBAIIIH JIUTe|S] 2}elg

% Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Kalimantan Selatan: Antasari Press,
2011), Cet.Ke-1, h. 61.
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.®® Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua dan
pegawai-pegawai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan
Anak Kota Pekanbaru yang berjumlah 8 orang.
Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang
diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili
populasinya.” Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah
purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti
menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu
terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama
orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui
suatu peristiwa tertentu dan sebagainya.®® Dengan inklusi sebagai
berikut:

1) 1 orang Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru,

2) 2 orang petugas Asesmen UPT PPA Kota Pekanbaru,

3) 2 orang Psikolog Klinis UPT PPA Kota Pekanbaru dan;

4) 3 orang Konselor UPT PPA Kota Pekanbaru.

eIy WISEY JIIeAG uel[ng Jo AJISIdATU) dDTWE[S] d1e}§

% Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi

EMedla Publishing, 2015),Cet. Ke-1, h.64

3" Ibid, h. 64.
38 Rahmadi, h. 65.
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. Sumber Data Penelitian

a.

=

a.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya.** Adapun sumber primer
penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari Kepala UPT PPA
serta pegawai-pegawai UPT PPA Kota Pekanbaru.
Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).*
Data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, kamus, dokumen-
dokumen, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi
Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang
sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak
langsung.**
Wawancara
Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

negry wisey JireAg uejng yo AJIsIaAruq) T[S 23e3s

% sandu Siyoto dan Ali Sodik, h.67
“® Ibid, h.68.
* Hardani, et.al, h. 125.
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mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.** Dalam hal ini penulis
melakukan dialog langsung dengan Ketua serta staf Unit Pelaksana
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.
c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-
barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data
dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data
dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen.* Dalam penelitian ini dokumentasi berupa gambar

atau foto kegiatan wawancara antara peneliti dengan narasumber.

EG' Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.*

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan cara mendalami

kemudian menggambarkan hal-hal peranan Unit Pelaksana Teknis

negry wisey JireAg ueing jo AJISId2AIU) dJTWER[S] d)e

“2 |pid, h. 137.
3 Ibid, h. 149.
4 Ibid, h. 162.
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Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam pendampingan

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru di

tinjau dari Hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
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l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB V

KESIMPULAN

FA. Kesimpulan

nely exsng NN
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru di tinjau menurut
Hukum Islam , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendampingan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Perlidungan

Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu pendampingan hukum dan
pendampingan psikologis. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPT PPA) mendampingi korban sesuai dengan
kebutuhannya misalnya mendampingi pada saat persidangan,
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), proses pendampingan

untuk visum, mediasi, konseling atau terapi.

2. Adapun faktor pendukung ketika proses pendampingan di Unit

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru
yaitu tenaga profesi yang dapat diandalkan, adanya koordinasi yang
baik dengan instansi tekait. Adapun Faktor hambatan yang dihadapi
ketika proses pendampingan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu pelapor maupun terlapor
kurang kooperatif, terbatasnya anggaran dana APBN, sarana yang

kurang memadai.
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3. Peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPT PPA) Kota Pekanbaru dalam pendampingan terhadap perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan Hukum

Islam yakni al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyah al-khams.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa

saran yang peneliti ajukan, sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota

Pekanbaru perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi
kebutuhan korban, seperti adanya ruangan khusus mediasi,
peningkatan anggaran dana dan lainnya sehingga pendampingan dapat
dilaksanakan secara optimal.

Kepada masyarakat apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap
perempuan maka tidak perlu takut untuk melaporkan pelaku kepada
pihak berwajib. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk

melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.
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PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana sejarah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru?

Apa saja produk layanan yang diberikan UPT PPA Kota Pekanbaru?
Bagaimana alur layanan pengaduan di UPT PPA Kota Pekanbaru?

Apa saja bentuk pendampingan yang diberikan UPT PPA terhadap Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Berapakah jumlah pendamping di UPT PPA saat ini?

Berapa kali dalam melakukan pendampingan?

Lembaga apa saja yang dilibatkan dalam melakukan pendampingan?

Apa yang dilakukan UPT PPA ketika ada terlapor yang tidak memenuhi

panggilan?

. Apa saja faktor pendukung dalam proses pendampingan terhadap perempuan

korban kekerasan dalam rumah tangga?

. Apa saja faktor penghambat yang dialami pada saat melakukan pendampingan

terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

. Apakah ada evaluasi yang dilakukan pendamping terhadap korban kekerasan

dalam rumah tangga ketika sudah terminasi?

. Bagaimana perubahan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga

setelah mendapatkan pendampingan?
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alita Jehan Nabilah, S. Psi
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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